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Penyidik mempunyai wew€nang untuk nenindaklanjuti laporan dari seseo|nng tedag
adanya tindak pidana- K€mudian Penyidik membuat berita acar:a lln m€nyerahkan berhs
p€rk m ke Penuntut Umum s€bagai lahap p€rtans drlem bent k hubungan koordinasi
kerj4 Jika p€nyidikan telah dianggap selesai, naka p€nyidik m€ny€nhkan tangg'mgjawab alas tersangka dan barang butli kepada Penuntut Umum. Masalah dalam penelitim
ini adalah bagaimana pelakanaan koordinasi penyidik dengatr jaksa penuntut umun
dalam penyidikan perkara pidana. Tujuan penelitian adalaft untuk mengetahui kapan
dimulainya. penyerahan berkas penyidikan oleh penyidik k€pada penuntut umum.
Pendckalan masalah yang digunakan adalah p€ndekato normarifyang dilakukatr dengan
m€mpelajari data sekuds dengan cara mengkaji p€raturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan masalah, btilu-buku/liteEhr dan karya ilmiah lainnya.
Berdasarkan hasil p€nelitian dapat diketahui bahwa bentuk hubungan hukum koordinasi
antara penyidik dengan jaksa penuntut umum sdalah apabila penyidik telah memulai
suatu penyidikan, ia m€mberitahukan hal ten€but kepada penuntut umum. Setela.h
penyelidikan selesai, ia 'nenyeralkan berkas p€*rra k€pada p€nuntut umum, kemudian
penuntut umum mempelajan dan meneliti b€rkas p€*!ra teis€bur Apabila penuntrt
umum menggangsap berkas telah lengkap ia harus sudah memb€rirahukan kepad.a
Penyidik tentang hasil penyidikan, maka Penuntul Umum segera m€nerbitkan P-21 yaitu
Sunt Pednlah agar teNangka dan barang bukai segera dilimpahkan.
Kata Kunci. l'or\.Iik. Penwlitlikan. P.nuntut Unun
I. PENDAIIULUAN
Berdasarkan perkembangan kriminalitas yang terjadi di scluruh wilayah
I ndonesia mcnycbabkan semakin pcntingnya kehadiran Kepolisian Ncgara Republik
Indonesia (yarg selanjutnya disingkat Polri) dal.un masyamkat.
Semakin canggihnya modus operandi maupun pcralatan kejahatan menjadikan
Polri harus berusaha dan mampu menentukan langkah langkah apa yang harus
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dikerjalan rinurk menghqaaFi hambata& tantanga4 anca$an dan gangguan€anggua
keamaro-
Polri ditrmtut wrtuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan yang
dihti<m di aatam pasal I3 Undangrmdang Nomor2 Tahtm 2002 tenlang Kepolisiar
Republik Indonesi4 setanjutuya disingkat UU No. 2 Tahm 2002, yang menentukan
sebogai berih-t:
a- Memerlihaa k€nunan dan kefertiban dalan rnasyarakat.
b. Menegakkan hukun-
c- Memberikatr p€rlindungan, pengayoman dan pelayarwr kepada masyamkat
Pada dasamya tugas-tugas Polri ters€but dapat digolongkan menjadi empat
golongan besar yaitu penyidikan, pemeriksaan, penindakan dan penyelesaian serta
penyerahaa b€*as perkara pidana
Penyidikan suatu tiodak pidaoa yang dilahkan oleh Kepolisian merupakm
serangkaian tindakan yang cukup panjang, yang dimulai dari tindakan yang paiing
h.mak smpai pada r-paya paksa misalrrya melakr*an penyelidikan unhrk menghimpuo
informasi dan bulti awat adanyaTirdak Pidan4 melalr:kan pengarnata4 penyEmard,
p€mt{Dtutrrf pemanggilan saksj, dm s€bagahya- Sedangkan upayapaksayang sering
d;htlkar oleh Penldik adalah penangkaparl penalralrar! penggeledaharr penyitaan,
pecEriksaan saksi dan tersaryka-
Penyidikan merupakan tabap ar*d dari P.os€s Peradilan Pidana Dengan
demikia., pe[yidik n merupakan kunci atau pintu gerbary untuk dapat diproses atau
tidaknya suatu tindak pidaia dalam Sistem Peradilan Pidam. Dengan kata laiD,
kemamluan Penyidik dalam melakukan penyidikan a.katr sangat Eercntukan dapst
didnk npyapaapelalarkejahatan melalui proses huhllll yang berlakE Hasil penyidit4
yang dilakukan oleh Penyidik yang dituangkan dalam Berkas Acara Pemeriksaan,
apabila dirnqgE, telah lengkap kemudian akan dikirim ke Penultut Umum imtuk
dirtrl$l€bih lanj4yaituTalap Pemrotutan- IIal ini rnempakanbagiandai koordiDasi
anlara penyidik deng2njaksa p€nmtut umum untuk menyelesaikan nusalah perkara
dalam liogktp hukum pidana Merurut Pasal I butir (7) KttHAP, P€nrmtutan a.td"h
tindakan P€runtut Umum untuk melimpahkatr perkam pidana ke Pengadilan Negeri
yang beveoang dalan hal dan memrrut caia yarg diatur dalam Urdang-undalg ioi
dengn FErmhtaan supaya diperiksa dan dipuhrs oleh llakim di Siae'rg Pengadilaa
Dengan demikian, Jaksa bertanggungjawab untuk kesempumaan berkas
pe|kara yaog dibuar oleh Peryidilq karena hal itu salgat penthg bagi pemedksaandi
Sidang Pengadilarl Sejak Penyidik melakukan penyidikan perkar4 Penyidik hanrs
segera memberit hr'Lrrr hal tersebut kepada Kejaksaan dan Kejekgrn aEngihxi
pedcDrbdgmperyid*antersebutdanbilaperlu memintapeqjel'en kel)€daP€rryidilc
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Selanjuhya Jaksa setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari
dan menelitinya dan dalamjangka waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada
penyidik apaka-h hasil penyidikan itu sudah lengkap atau behnq sebagairEna teftlang
dalam Pasal 138 ayat (1) Undang undang Nomo.8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang+dang Hul:umAcara Pidana (KLI}IAP).
Meaurut Pasal I3 8 ayat (2) KUIIAP yang isinya: Dalam hal hasil penyidikan
ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada
Penyidik disertai petunj uk tentang hal yang harus dilalorkan untuk melengkapi dan
dalarn wal:tu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik han_rs sudah
menyampaikan kembali belkas perkara itu kepada Pemmtut Umum. Ketenhran yang
terdapat dalam Pasal I3 8 KUIIAP ini dikenal dengan istilah pmpenuntutan. Di mana
rnmerupak r salah satu wewenang dari Penmtut Umwnyaitu m€nedma dan memeriksa
berkas perkam penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantq demikian seterusnya
sebagaimana dituangkan dalam pasal 139 KUHAP.
Berdasarkan uaian tersebut di atas peneliti mencoba rnerumuskan masalah
bagaimana hubungan koordirasi antara Penyidik dengan Jaksa penuntut Umrun dalam
Penyelesaiai Pelka€ Pidana
II. METODE PENELITIAN
Sebagai alat untuk memecalkan rnasalah yang diteliti, pendekatan masalah
yang digunakan adalah pendekatan normatif pendekatan rcrmatif adalah Dendekatan
yang dildl-ukan dengan cara mempelajari dalr sek Lrnder berupa kaidal-k aidai. Dalam
penelitian ini. pendekabr normarifdiial utan dengar cam mengkaj i peranrran-peratu-an
p€nmdang-undangan yang berkaitan dengan rnasalah, buL:u-buhr,{iteratur dan karya
ilrniah lainnya. Pendekatan empiris dilakukan untuk kelengkapan data-
III. IIASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1, Pengertian Tindak Pidatra datr Penyidikan
3.1.1- Pergertian Tindak Pidana
Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilatukan oleh seseorang dengan
melakukai suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikal kepentingan orang
lain atau merugikan kepentingan unun. Beberapa sarjana hukum pidam di Indonesia
menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebut kata ,!idana', ada beberapa sarjala
yaJ€ menyebut tindak pidan4 pidan4 perbuatanpidarE alau delik. (Bambang pumomo,
1982:86).
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UDruk mengetahui hal tersebut, maka akan diumikan pendapat dari beberapa
sarjana baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidard at^:lpu'ir"st/albaar feit ".
Penge'ltatdati staJbaar fe menwut Pompe:
a Definisi menurut eori memberikan pengertian "slrqftaarfeif' ad ^su tu
pelanggaran terhadap norma, yang diberikan karcna kesalalmn si pelanggar
dao diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan
Bflyelamalkan kssejahterltan utnun.
b. Definisi menurut hukun positif, merumuskan 't Ealbaarfeit" ad ^stJan)
kejadian yang oleh peraturan perundang-rmdangan dirumuskan sebagai
pertuaranyangdapatdihukun(BambangPumomo, 1983:91)-
DaLm Kirab UDdang-undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang
dipakai adalah tiadak pidana karena bersifat netral- dan pengertian itu meliputi
p€rbuatao pasifdan alitif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana
memFmyai arti perbuafan melawan hukum atau tidak melakukan sesuatu yang oleh
peraturan penmdang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan
diancm,tfliganpidarE
S€lain pedapat-pendapat tersebut di atas, Dasih tedapat bebempa pendapal
lain yang dikemukakan oleh para sarjana tentang pengertian tindak pidana atau
perbutupltaEantara lain:
a MoeUabo
Ferttuatm Pidadaadalah perbuatan yang dilarang oleh atran hukum, larangan
maa yarg diseertai dengan ancamar/saksi yang berupa pidana tertentu bagi
siry saja yang melanggar larangan tersebut
Memdtukan kapan dan hal apa mereka yatrg telah melanggar la.rangan itu
daEt dkiakar/Eantri pidana sebagai rura yang diancamkan(Moelyarno.
1993.3D.
b. MedlrutPendaFr Van Ha.rnrnel (Moelyamo. 1993:38) dirumuskanbahwa:
Slr4lxrrD'feit dalahkelakuan orang yang dirumuskan dalarn wer yang bersifat
melawan huktun yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
S€daDgkan menu{ut pendapat Simons Stralbaar feil adalah kalakuan(Meling) yangatrarrsarn dengan pidana yatrg bersifal melawao hukum yang
berhubugan dengan nasalah kesalalEn serta dilakukan oleh oEng-o.ane
yq mampu benanggung jawab.
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas jelas bahwa di dalam
lrerbuatan tindak pidarE tersebut didapatkan adarya suatu kejadian tertentu, serta
adanya orag-omng yang beftuat guna menimbulkal suatu akibat karena melanggar
perafurdnpeiudang-undanganyang r.i,
. . . . . . . . . . . 1 . .
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3.1.2. Pengertiar Penyidikan
Penyidikan merupakan istilah yang sejajar derlga[ pengertia\ opsporing
@ela[lda) dan Investigation (lnggris) suatu penyiasatan atau siasat. M€nurut pasal I
butir (2) KUHAP : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
nremuut cara yang diatur da.lam Undang-Urdang ini utukmerEari serta mengumpulkan
bul,ti yang deqan bukti itu membuat erang tentang tindak pidana yang terjadi dan
gurn menemukan tersangkanya- Pengertian telah dimulainya penyidikanjika kegiatan
penyidikan sudah dilakukan upaya paksa, misalnya: pemanggilan, pro yustisia,
pemeriksaarl penangkapaq penggeledaha4 penyitaaA dan lain-lain.
DalarnKtlHAP Bab I Ketentuan Umum pasal I butir (fl memberikan definisi
bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebogai tindak pidam guna menenh*an dapat
atau tidalnya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-rmdang
rti
I-atar belakang ftngsi penyelidikan anhra lah untuk pertindungan danjamirEn
terhadap hak asasi manusi4 adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam
penggunaan alat-alat pemaks, (dwangniddek 
,), ketalnya pengawasan dan adanya
lembaga ganti rugi dan rehabilitasi. dikaitkan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dan
diduga sebagai t Ddak pidana itu tidak selatu menampakkan secarajelas sebagai t ndak
pidaaa.
Oleh karena itu sebelurn melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan
dengan konsekuensi digunakan alat-alat pemaks4 perlu ditentukan terlebih daiulu
berdasarkan data,&eterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa
yang terjadi dan diduga sebagai rindak pidana itu benar adanya merupakan tindak
pidana sehingga dapat dilakukan penyidikan.
Dalarn bahasa Belanda penyidik sama dengan opsponrg di maru menurut
DePinto yang dikutip oleh R. Tresna, merlyidi'J( (opsporikg) bercrti pemeriksaan
permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditur{uk oleh Undang_undang segera
setelah mereka denganjalan apapun mendengar kabaryang sekedar bemlasan bahwa
telah terjadi suatu pelanggaran hukum @. Tresr4 I 997:72).
Oleh karena itu secaia konkret dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulai
sesudah terjadinya tindak pidarn tmtuk mendapatkan ketemngan-keterangan te tang:
I . Tindak pidana apa yang telah dilalekainya;
2. Kapan tindak pidarB itu dilakukan:
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan:
4. Dengan apa tindak pidana itu dilalalkan;
5. Bagaimana tindak pidana itu dilal(-ukalr;
Pelakrdndak Kao !"aii ahroia Pc,tfdik dengnn pen n!u! Unun (tatant... (S ryani) 63
6. Mengapa tindak pidaru itu dilakukaq
7. Siapapembuatnya.(Ansori Sabuan, 1993:77)-
Ada istilah yang kirarya tidak dapat dipisahkan dari istilah penyidikan, yaitu
penyelidikan, dimana penyelidikan merupakrn tindakan untuk mendahului
penyidikarLwalaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kaia dasar
'hidik 'yang artinya memeriksa- meneliti- IGta sidik diberi sisipm "ef' menjadi selidik
yang artinya banyak menyidik. Jadi, nlenyelidik dan rnenyidik sebeDarnya s ma rtinya-
Sisipan "el" hanya memperkems ftanyak) menyidik (Andi tlalnzah 200 I : I 2l ).
Penyelidik menurut KUHAP Bab I Ketentuan Umun Pasal I butir4 adalah
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenzmg oleh tmdang-rmdang
ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan Penyidik meDurut KUHAP Bab I
Ketentuan Umum Pasal I butir (l ) adalah Pejabat Negara Republik Indonesia atay
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenzng khusus oleh undalg-
wdang untuk melakukan penyidikarl
Di dalam tugas-tugas penyelidikan merekamernpunyai wewenang seprti yang
diatur di dalam Pasal 5 KtlIAP, sebagai belikut :
l - Mellerima laporan atau pengaduan dad ses€oiang tentang adanya tindak
pidana
2. Mencari keterangan dan bamng bukti
3. Menyuruh berhenti seseonng yang dicurigai dar mendyakan serta rnemeriksa
tanda pengenal did.
4. Mengadakan tindakan lain rn€trtm-n hukurtr yaDg b€rtaqguEjawab.
Pengetaiuan dan pengertian pelyidikan perlu dinyatakan dengan pasti danj elas karena itu langsung menyingguDg dan m€mbarasi tlak Asasi Manusia Bagian-
bagian Hukurn Acara Pidana yang m€r)-alrgkrn payitikat adalah:
L Ketentuan tentang alat-aiat penyidik-
2. Ketentuai tentang diketahui ''jzlin}?d€liL
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka tau terdak*?
5. Penallarlan sementara
6. Penggeleda}:an
7. Pemeriksaai atau interogasi
8- Berita Acara (penggeledaba& interogEi, dm FrDeriksaan di tempat)
9. Poryitaan
I 0. Penyampingan perkam
1 I - Pelimpahan perkara kepada p€nrotut trrnrIm dan pelgemba.liannya kepada
penyidik unhrk disempwrtakat (Afin Hm\ 1994:122).
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Perumusan istilah penyidikan merupakan perumusan definitif, dengan
penrmusao d€finitift€N€but merupakan pegalgan yalg pasti bagi semuapibak tentang
apa yarg dimaksud drlam KUHAP, sehilgga dapat dilurapkan akan memperoleh
peogenia yang sarna dan sekaligus menghindari salah penafsiran
32. Hobungan Koordin si antara Penyidik dan Penuutut Umum.
32.1. PeEberitrhuan Dimulainya Petryidikan oleh Penyidik kep.da Jaksa
PerurhrtUEuD
Dalam Flaksauan tugasnya mengenai perkara pidana antara penyidik dan
penmtut umum terjaliu hubungan yang bersifat fungsional dan instansional antaF
perryidftdan petrtllltrd rmum- Koodinasi ftngsional adalah ubuEm keda sana antara
pmyidik da penuntut urmnn memrnrt fi.ngsi dan wewenangnya masing rnasingdalam
pemngalan perkara pidana. Hubungair ters€but adalah hubrmgan kerja sama yang
besi&t sating rrengauasi anbra penyidik dan penurftrt rtrIlwn drlarn prosespeDnganan
pe*ara pidana- Sedrngkal hubuogan yang benifat instansional ntaxa kepolisian dan
kejaksaan dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum. Hubungan tersebut
pelaksanaamya didasarkan pada petunjuk pelatcanaan dan atau petunjuk teknis yang
dikeluakan oleh masing-masiq pimpinan irstansi maupun yang dikeluartan da.lam
benok produk benama-
Hubugan koordinasi insftusional, meskipun tidak secara langsung mengenai
pelaksaMan tugas, frulgsi kewenalgan masing-masing, tetapi dalam prakbk dirasakan
rnatrfaahya dalam menanggulangi kendala yang dihadapi dalam pelaksaiaan tugas
masbg masing. Perwujudan koordinasi insralsional tersebut antara lain dalam bentuk
rapat koodiiasi antara aparat penegak hukum, mpat gabungan, penataran gabungan
dan sebagainya-
Dengan berlakunya KUHAP membawa konsekuensi dibatasinya wewenang
para penegak hukum dalan penyelesairal proses perkara pidan4 sepertijaksa tau
penunhn umtEr\ tidak mempunyai wewernng menyidik pe*ara dari pennulaan aawm
lanjutarl hal id merupakan wewenang dari Polisi sebagai pelyidik utan|a. Akan tetapi
hal ini bukan berarti bahwa antaia para penegak hukun tersebut idak mempunyai
kaitan satu sart|a lairl pada hakekatnya merupakan satu mngkaian kegiatan yang satu
samra l in saling menunjang.
Walaupu antaia penyidik dan penunfut umum secai:a unurn ada pembatasan
wewenang, hal ini bukanlah tidak memberikan kemungkinan untuk mengadakan
hubungan koodinasi da.lam arti kerja sama di <talam enyelesaikan perkara- perkara
pidana Jusfiu dengan ada[ya koordinasi dalam hal ini kerja sama yang baik antara
keduanya lan menghasilkan suatu yang baik sehingga proses perkara pidana akan
h€tjalandengan baik dan lancar. Salah satu bentuk hubungan kerja sarrn arfaia penyidik
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dan penuntut umum adalah apabila penyidik telah memulai suatu p€nyidikan, ia
memberitalukan hal tersebut kepada penuntut umun, sebagairnna disebulkan da.lam
pasal 109 ayat (l) KUHAP yang menyatakanbahwa dalam hal penyidiktelahmulai
melakukan penyidikan, suatu peristiwa yang merupakan tindak pidan4 penydik
m€mberitahukan hal inr kepadajaksa penuntut umum.
Penyidik dalam melalorkan penyidikan seharusnya sebelun suatu penyidikan
dimulai dorgan konsekuensi penggunaan upaya paksa, tedebih dahulu dilalo*an secara
cefiEt berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penldikan bahwa
suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana sehingga terdapat
suatu tindak pidana yang terjadi itu dapat dilakukan penyidikan-
Penyidik dalam mclakukan penidikan kejalntan mcmpunyai wewenang sebagaimaoa
diaturdalam Undang undang Pokok Kepolisian Republik Indonesia No. 2 Tahrm
2002 yang diaturdalam pasal 4 ayat(l ) yang menyatakan bahwa wewerwBp€flyidik
adalah mclakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana scsuai dengan hukum
acara pidana dan peraturan penrndang undangan lainnya.
Selanjuhya dalarn pasal 1 5 ayat (1 ) , menyatakar bahwa wewenang penyidik
adalah:
l. Menerima laporan dan atau pengaduan.
2. Mengambil sidik jari identitas lainnya serta memotret seseonmg.
3. Menerima dan menyimpan barang te\4muan unfuk sementara wakhl
Sedangkan di dalam pasal I 6, menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah:
l. Melalarkan p€nangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaa[
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara
mtuk kepentingan penldikrn.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidil@tr.
4. Menyuruh orang berlrcnti, dicurigi dan merunyakan serta rnqnriksa l'Ida psrgenal
dni.
5- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang unn* didengar dan dipeiksa s€bagai tersangka tau s€ksi-
7- Modatangkan orang ahliyang diperlukan da.larn hubungarmya &ngan pemoilaaan
perkard.
8. Mengadakanpenghentianpenyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengaj ukan permintaan langsung kepada imigmsi yang berwenang di t€mpat
pemeriksaan imignsi dalan keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah
atau menangkal orang yang disangka melahrkan tindak pidana
l1- Mangadilkan tindakan lain ,menurut hukum yang bertanggungjawab.
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Dalam hal seperti ni dihampkan kepada penyidik untuk bertanggung jawab
melakulan tindakan penyidikan dan menindakjanjuti setiap tindak pidala yang terjadi
dengan diberla-lo.*armya s nki pidaia sesuai d€ngan peraturan perundang-rmdangan
yang b€rlahr dan penyidik terlibat s€cara utuh berads€rkan strulaux instansi afau dirurs
yang ditempati.
Selanjutnya penyidik sesuai dengan bidangnya wajib metakukan penyidikan
apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinyatirdak pi<lana
pada awEl petryidikat dilakukan, penyidik memberitahukan kepadajalsa untuk
melakukan penyidikan melalui sural yang ditujukzrn kepada Kej"k*"n Negeri yang
disebut SPPD ( Sural Perinlafi Dimr 'la;nya Penyidikan). Dengatr SPPD tersebut Kepala
Kej aksaan Negeri menunj uk jaksa untuk dijadikan sebagai Jaksa Penmtut Umum.
Penyidikmenyerabkanhasil penyidikankepadaJaksaFnuntutUmun melalui penyidik
Polri dalam wilayah hukum yang samakemudian membuat b€rita acaradalam setiap
tindakan da.lam ha.l pemerilsaarL te$angk4 p€Easukan runab, penyegelan dan atau
penyitaan alat-alat yang digunakan mnrk melakukan tindakpidan4 pemeriksaan
saksi dan p€meril(saan tempat kejadian pe*a.d-
PenyidftanyangdilakukanaA"m ragkapenyidikantildakdd"", qpnggunakan
kewenangan, pengawasan unhrk menemukan tiodak pi.lan, d,l2rn lingkup uldang-
undang yang menjadi dasar Inasing- rnasing kenudian dilahrkanpenanggilaq dalam
hal pemanggilan apabila tidak dipenfi tarya dasar naka penyidik meminta bantuan
kepada Pold unhrk segem melakukan pemeriksaan fentang ketidakrhadiran tersangka
memenuhi panggilan tersebut dan dilanj utkan dengan penangkapan dan penahanan
yang tanggugja{€bnya dilakukan oleh penyidik Polri.
Apabita adanya tindak pidana yang telah selesai disidik oleh penyidik Pold, ia
segera menyerablan hasil penyidikannya kepada Jaksa Pemnrtut Unurn. Penyidik
Polri j uga dapat menghentikan peryidikan karEna tidak terdapat cukup bukti atau
peristiwa t€rsebut emyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi
hukwrL maka penyidik Polri segera mernberitahukan hd teNebd kepad,jaksa penuntut
umum dengan membuat suat yang disebut SP3 (Surat Pe ntah Penghentian
Penyidikan). Pada saat penyidikan berlangsung, tahap awal yang dilakukan adalah
pemeriksaan tersangka oleh penyidik Polri antara lajn, meoerima, mencari,
mengumpulkan dan meneliti keteraryaD atau lapffan berkeDaan.leng,'t tidak pidara
Kemudian mengumpulkan keteiaDgan mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenararl Perbualan yang dilalc*anaras tindak pidanayangterjadiyang dilanjutkan
dengan pemeriksaan barang-barang bukti oleh laboratoriun atau ahli - at i lainnya
yang pada akhimya dihimpun menjadi be*as perkara dan disampaikan kepadajaksa
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pea|rturumumiDelaluipqryliftFofti de tFll'.l'F ersalgla digoses dan diselesaikan
rclaluip€lgadih-
Dalam hal ini p€ryifft Polri telah d4ar melaksankan penyidikannya secara
nomadf(yang telah ditefapk n oleh r'r|.l-ng-rnvl'qg atau sesuai dengan undang-
undag) dalanperyifl.a*rtatp furyagejadi disetiaptempo€tkej'.lirn perkara
Dalamkeryaandi lrygra dalam 
"rhlrs'r'rkn penyidikan sebarusnyapenyidik
mampu o:arras diri, hal mana akal tampak pada pelakunya yang merupakan
pel ken2 r dariFda peryllite itl
Bedagai situasinuglindi$*lTi penyidik ditempat kejadian perkara dalam
situasi tusehl mlngki" L€"-,i€n dituie her$ diadakar penindakan dan pencegahan
Dengmddnfti.n,p€u)'idlpoftidal@nedalalkanpeEftryasecaranomratifr|amrm
lebih laljl' dadpada it! Peuyid& Polri dapat saja melakukan hal-lu.l yang dianggap
pedu S@aicoolohberdasdaHplitianpenulisdalanp€me.ksaa4deng"l
runameourutpefi|nqtapeuyiliksecararnnnatiftidakbolehmelakukan kekerasan
.I'lrn poses pemedl.s|' Usagka
Bayahyacnt"kpihayagujadidibedogaibidarg rlr€nimbulkartanggung
jauabyango*Wbesayaglnusdibkq."tqn oleh Penyidik Polri, baik ia sebegni
aardp(rrelrkhh.roE|2t{|nseh€gaipeayidfc kiadapbanyaknyakasustersebd,
terdapat sebagian kasus yarg dideskresikan oleh penyidilq hal tersebut dapat
lr€Dgalo:bd(a,ngt kei.lbn'nsmkinrcodah-'Ibhadrykasrsya4dideskresikao
oleh penyidik tersebut di ataa oleh karcna dipengaruhi hal-ial lain seperti adanya
faodpokkepqnirya_n-p€!d@ummyagrnrngkin aapanengatlta*anaampat
''rqdit,seperti.l'ypakEcaro5na|Embeft &parternenatauin$dsi yangdiduduki,
oleh karemnya Penyidik Polri dalam nelatsrnakan penyidikan sesuai dengan apa
yag kih batapl(an-
Be&sad(ap€ryilikoyagtelahd;latsnakaq dengan melihat apayang telah
aijal-qkeaokhFeu;rifaFohi,sd<ardlk'rr.drl"nl.4penyidikayaogidealseoraDg
penyidik harus dapat melaksaukannya sesuai dengan undang - udang dan tidak
boleh melakulan <tislcesi tertadap e'rrut pidana yang terjadi di berbagai bid4ng
kehid+6n sehari hei Hat ersehn akm oengakibatkan pelaku tindak pidana tidak
jer4 dalam arti bahea pelaku ter*but Eeras. ia dibiarkan saja melakukan tindak
pi<hayag@y€batl@bsetiogmgdagipefulatarurya
Pelaksoaan peoyidikm kejahatatr oleh penyidik tiit€k terlepas dari tugasnya
sebogai ap€rata peD€gak hulo.d. Oleh karena itu ses€orang atau beberapa orang
Penyidik Polri daLm melaln*an ftrg,sya di lapangar\ apabila dalam situasi tempat
t€jdim' {-tpA,Eln qih4r''|lqhay'lqndisekitdtrf4\|/.4iibmeng,fnbiltidakd
rmtft rrEnbeoa'n lErbhogEdao perlidngan sejalan deDgan hal tersebut di atas,
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disinilah peran yang diharapkan dari penyidik Polri yang berfirngsi sebagai penj aga
keamanan dan ketertiban lingkungan tempal kejadian pe*ara karena Peayidik Polri
sebagai penyidik di tempat kejadian perkara tid.ak terlepas dari p€ranannya sebagai
aparat keananan dalam konteks sebagai aparat penegak hukum.
4.2. Peuyerahan Berkas P€nyidikan oleh Pelyidik kepada Jaksa Penuntut
Um[r
Setelah Penyidik selesai melakukan penyidikaq sesuai dengan ketentuan Pasal
1 I 0 ayat ( I ) KUHAP, ia metryerabkan hrsil penyidikan kepada Penuntut Umum.
Setelah melerima penyerahan berk s perkam dari Penyidilq Penurfut Umum
mempelajari dan metFliti be*as pe*ara ters€but. Penelitian tersebut dilaksanakan
guna menennkan apakah asil penyidikan t€rs€but sudah lengkap atau belum lengkap.
Dalam batas waktu 7 (tujuh) hari, Penuntut Umum harus sudah memberitahukan
kepada Penyidik tentang hasil penyidikan ituj ika belkas itu sudah leqgkap, maka
Penuntut Umum seger"a menerbitkan P-2 I yaitu Su|at Perintah agar tersangka dan
barang bukti segera dilinpalkaD- Sebalikny4 apabila temyata hasil penyidikan tersebut
belum lengkap maka Penrmhn Umun m€Dgembalikan b€*as p€rkara ters€but yang
disertai deDgan pehmjuk guu rielengkaFi hasil penyidikan telsebut dalan bahs wakhr
14 (empat belas) hari.
Pada pokoknya penelitian tersebut ditekankan pada apakah hasil p€nyidikan
tersebut telah rFrnenuhi persyaratan rmtuk melall*an penlmtuan tedadap terdakwa
Apabila syarat-syarat te$€but telah diperuhi oleh hasil penyidikaq maka berkas
pe*amtef€but sldahdianggap lengkap. Sebaliknyabila syart-syar"attersebut elun
dipenuhi, maka berkas perkara itu dianggap belum lengkap. Adaprm syarat-syarat
yang harus dipenuhi adalah:
a- Syarat Formil- Syarar formil yary harus dilengkapi oleh Penyidik dalam membuat
berkas perkara meliputi:
l. Setiap tindakan yary dituangkan dalam bentuk berita acara harus dibuat oleh
pejabat yang be.wenang aras kekuatan sunpahjabatan dan ditanda tangani oleh
semua pihak yang terlibat dalam tindakan dimaksud- Menuut Pasal 75 ayat ( I )
KUHAP; Berita Acara dibuat unhlk s€tiap tindakan tertang:
a. Pemerikaan T€rsanglq
b. Penangkapa4
c. Peruhanan;
d. Penggeledahan;
e. Perbasukal Rumah;
f P€nyitaan B€Dda
g Perneriksaan Suraq
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h Pemeriksaan Saksi;
i Pemeriksaan di Tempat Kejadia4
j. PelaksaMan PeDetapan dan Putusan Pengadilan;
k. Pelaksanaan Trndakan lain sesuai dengan Ketentuan dalas Undang-rmdalg
iri
2. Syarat Kepangkataq kewenangan dan pengangkatan Penyidik sebagainaDa diat r
Pasal 6 ayat (2) KUHAP: Syarat keparykataD pejabat sebagaima.a dimaksld
dalam ayat (l) akan diaturlebih lanjut dalam Peraturan Pemerhtah. Menurut Pasal
2 ayat (1) da.n ^yat(2)PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelakssnaan KUHAP
dinyatakan:
( I ) Penyidik adatah Pejabat Polisi Negan Republik Indonesia tertentu yang
sekuang-kurangnya berpangkat Pembantu L€hun Dua Polisi.
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang s€kurdlg-kurangnya berpangka
PeDgaturMudaT:ngkat I (Colongan /b) atauyarg disamalan dengan itu-
(2) Dalam hal di suatu sektor kepolisiantidak adapejabat penyidik sebagairtana
dirnaksud dalam ayat ( I ) huruf4 tnaka Komandan Sektor Kepolisian yang
befpangkat Bintara di baw'ah Pemb€ntu I-eban Dua Polisi, katenajabatanrrya
adalah Penyidik.
b. Syarat Mareriil
Syarat materiil yang harus dipenuhi oleh Penyidik dalam m€mbuat be*as
perkara benpa:
1. Adanya pe$uatan yang melawan hukum.
2. Adanya kesalahan baik yarg diseryaja maupun berupa kelalaiat
3. Adanya minimal 2 (dua) alar butdi.
4. Alat bukti yang menunj *kfd't tempus delicti <uzkntterjadinya tindak pida!a),
unrk meDentukan dalu\raFa atau tidak.
5 . Adarya locus delictt (tempat terjaditrya tindak pidana) uutuk menetrtukan
kewenangannrengadili sttxupengadilan(konpeteruirclatiq.
6. Kejelasan tentang peran pelaku dan atau para pelaku serta kualitasnya
7. Apakah termasuk tirdak pidana krhusus atau bukan, sehingga dapqt ditentukd
apakah dapat dilahkan pemedksaan tambahan oleh kejaksaan
Perlu tidaknya berkas perkara di-rprirrirg (dipisah), baik untuk upaya
pembuktian maupun untuk Etengembangkan ped(ata
Dalam rargka untok meneliti kelengkapan be*as pe*ara pihak Kej,ke"n
telah membuat suatu pedoman tentang penelitian befuaspe'l{3tra(check list). Dal?dJ
hal basil penyidikan belun l€ngkap,bed@spe*aradikembolikan @Potyidtkdiseoi
dengan pettmjuk guna melengkapi hasil penyidikan, dalam petunjuk Penuntut Umum
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itu, diumikarr hal-hal yang harus dilakukan oleh penyidik umpamanya harus dilaicukan
pemeriksaan tambatran terhadap teNangka tau saksi rnaupm sa_ksi alrli.
Petunjuk Peruntut Umurn kepada penyidik itu harus disusrm secarajelas dan
rinci, maksudnya adalah aga.r hasil penyidikan dapat menyediakan dasar_dasar
penuntutan yang akan dilakukan Penuntut Umum dalan perkara tersebut. Derigan
pe*ataan lai4 pennjuk teEebut dimaksudkan agar penyidik melakukan pemeriksaan
tambal|an gunamenyediakatr lat-alat bukti yaog cukup rmnrk membuktikan kesalahan
teEangka atas perbuatan tersangka yang dipeNangkalan kepadanya-
Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa antam Keiaksaan dan
Kepnlisian ada hubungao koordimsi yang saogat erar pada tahap prosei penyidikan
rnarprm p€nrDfutarl Bahwa penmtutan menrpakan suafu mata rantai dengan tindaka+
tindalan sebelumnya i lah penyidikan Se'lengka,r mentuut (Sudartc, 1983 :A aDabita
Kejal<saan sama sekali tidal bisa ikut serta sejak awal dari pemerikaan pendahuluan
dalam penyelesaian perkara pidan4 maka hal ini akan sangat merugikan kebijakan
dalamFnunhrtan dan pemeriksaan dalam siaaEpengadilarl Jalsahans membuktikan
kesalahan teNangka di muka sidang pengadilaq kalau ia sarna sekali tidak ikut camDur
dalam pemeriksaan awal maka $iit baginya unruk melakukan pembuktian dengan
sempurna Kalau ia menj adi Badan Penuntut Umum yngperth (volwardig), nnka
ia mutlak halus mempunyai wewenang untukmenyidik Menrang kewerv|rrgan ituharus
benifat eksepsional. dalam arti bahwa kewerungan i i baru digtnrakan apabila mernang
dipertukan.
Namtm bila dilihat lebihjauh lagi, untr.rk mengatasi pennasalahan di atas,
sebenamya KUIIAP telah memberikan solusirya yaitu dengan diadakarmya ketentuan
mengenai Prapenuntutan. Istilah kapenuotutan ini muncul dalam pasal 14 butir b
KUHAP yang berbunyi: Mengadakan Pmpenunhrtan apabila ada kekurangan pada
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal I l0 ayat (3) dan ayat (4), dengan
membed p€tunjuk datam rangka penyempumaan penyidikan dari penyidik.
Selanj utnya Pasal I l0 KUHAP mengatakan Dalam hal penyidik telah s€lesai
melakukan penyidikar; Penyidik wajib segem menyemhkan berkas perkara itu kepada
Penrmhrt Umurn
Dalam hal Pemmtut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan ters€but
bmyafarnasihkurang lengkap, Pe mtutumumsegeiamengembalikanberkasperkara
itu kepada Penyidik dis€tai pehmjuk mtuk dilengkapi.
Dalam hal Penuntut Umum mengernbalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi,
Penyidik wajib segera m€lakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petuqjuk dari
Penuttut Umurn. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam wakht empat belas
hari Penunrul Um um tjdal mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelurn baus
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wzktu tersebut berakhir telah ada pemberita-huan tentang hal itu dari Penuntut Umum
kepada Penyidik.
Mengenai penyerahan berkas pcrkam oleh Penyidik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal I l0 ayat ( I ) di atas, dilahrkan melalui 2 tahap yaitu:
Pcnyidik hana menyerahkar berkas perkar4 Krlau Pcnyidikal sudah dianggap
selesai penyidik menyerahkar tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada
Penmtu Umurn. Sebagai peitimbangan adanya 2 tahap tersebut di atas adalah sebagai
berikut:
Karena tugas penyidikan hanya dipertanggungiawabkan kepada Penyidik.
makadalanhal Penuntut UirLunberpendapatbahwa hasil p€nyidikan itu belum lengkap,
maka Penuntut Umum segcra mcngembalikan kepada Pcnyidik dengan dise.tai
petunjuk-petunjuknya. yanSwajib dileDgkapioleh Penyidik. Sedangkan tercangka
dan barang bukti itu disimpan.
Penyerahan tahap kcdua hanya penyerahan tanggungjawab tersalgka dan
bardng bukti. dimaksudkan mencegah kcmungkinan larinya tahanan dan hilangnya
barang bukti. llal iri juga diilhzuni ide adanya rumah tahanan negara dan rumah
penyimpanan bcnda sitaan ncgam. yang aka.n didirikan pada setiap kabupaten. yang
pengelolaannya dilalsanakan hanya oleh satu instansi. tctapi penggunaannya dapat
dilakukan secam belsama-sana. Mencegah keluarga yang akan mengurlugi tersangka
diombang-ambingkan kesana kemari. Pcrtanggungjawaban lebih j elas dan dengan
demikian akan ada kepastian hukum.
Berdasarkan uraian di atas maka menuut peneliti Pmpenuntutan mcrupakan
suatujalan tengah akibat adanya pemisa-han yang tegas di dalam KUHAP antara
wewenang peny idikan yang dilalukar oleh polisi dan wewenang penuntutan yang
dilaksaiakan oleh PenuntutUmurn. Olehkaren4 dengan adanya pemisahan yang
tegas ihr membawa konsekuensi Penuntut Umurn tidak dapat melakukan penyidi*an
langsung ataupun peny rdlk^t talr.bal':an (nasporing).
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa, Penuntut Umwn
akan mengalzmi kesulitan unh* mengatur strateginya didalam melalo*an kebijatan
penuntutan dan di dalam proses pembuktiannya nanti di muka persidangan, walauptm
sudal adajalan tengahrya yaitu Pmperu]I1tutrn. Dalarn hal ini pnnis sependapat deraan
apa yang dikatakan oleh Surjono Sutarto bahwa masih tetap diperlukan adanya
wewerang untuk melakukan lrcnyidkan lanjrtan (nasporing) oleh Kejaksaan sebagai
suatu priffip kesinambungan dala.rn rangka penyelenggar:aan pengadilan pidana-
4.3. Tindakal Penyidik untuk MeleDgkapi Berkas Perkara dalan Prapenuntutan
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Prapenuntlttan merupakan solusi yang dibeikan KUHAP karena sas ditrerensiasi
fungsional. Dengan adanya Prapenuntuta4 Penuntut Umwn dapat melakukan koreksi
dan meneliti berkas perkan yang diajukan Penyidik epadanya" Apabila hasil penelitian
berkas perkam dari Penyidik itu, menuut Penuntut Umum masih kurang layak atau
lengkap untuk dapat diajukar ke talup berikuhya (penuntutan), rnal€ Penuntut Umurn
dapat memberikan catatan-catatan berupa petmjuk kepada Penyidik untuk melengkpi
kekurangan-kekurangan yang ada dalam berkas perkara tersebut. Berdasarkan
petunj uk-petunjuk itulah Penyidik melakukan beberapa usaha urftrk memenuhi hal-
hal yang dianggap kumng lengkap oleh Penuntut Umwn.
Prapenwtutan justru sering dljadikan sararn "koordinasi" antar Penyidik dan
Peountut Umum dalam menangani suatu perkara. Penyidik sering merasa kecewa
terhadap penanganan perkara oleh Pemmtut Umurn dalam melakukan penuntutan,
karena usaha keras yang dilahkan Penyidik dalam tahap penyidikan sering kandas di
tangair Penuntut Umrun, misalnya pasal yang didakwakan sangat ringan-
Hal ini menimbulkan kecurigaan Penyidik bahwa ada kesengajaan yang
dilakukan Penuntut Umum unhtk menuntut dengan pasal-pasal yang dngan telsebut.
Dalam hal ini Penyidik tidak dapat berbuat banyak, karena itu merupakan hak dan
wewenang s€penulmya dari Penmtut Umum.
OIeh karena itu. agar Penyidik dapat dilibatkan dalam penanganan perkara
yang telah sampai di Penutut Umurn dalam hal-hal tertentu Penyidik sering melalli<an
tindakan mengaburkan hasil penyidika$ya. Dengan tidakjelasnya be*as pe*ara ini
dihanpkan Pemnrtut Umun melak*an prapenuntutan dan lewat "pintu 'prapenuntdan
itulah Penyidik dapat ikut maluk dalarn proses penyelesaian perkara yang diistilahkan
oleh Penyidik sebagai "koordillasi". Dalam koordinasi ini Penyidik dapat memberikan
masukan dalam penentuan kebijakan pe[untutan.
Namun demikirur tidak sepenuhnya timbul pmpenuntutan kalena adanya t]r]sur
kesengaj an tersebut. melainlan karena karakteristik asus yang ditangari memang
sulit, misalnya dalam kasus-kasris pengaliayaan atau pencudan diatas angkutan umurn.
Dalam kasus-kasus seperti ni Penyidik sering kesulitan mencari saksi, karena saksi-
saksi dalarn kasus tersebut pada urnurnnya tidal mempunyai hr-rbungan dergan korban,
mereka melihat peristiwa yang menimpa korban ini karena kebctulan saja dan
sudah tidak dapat diketahui tagi keberadaannya.
Mengenai t ndakan yang dapat dilakukan oleh penyidik untuk melengkapi
berkas perkara dalam prapenuntutan dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Tindakan Penyidik untuk berkordinasi dengan Penuntut Umum dalam
PraDenuntutan.
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b. Tindakan Penyidik menyerahkan sepemrlmya kefsrla Pemmtut Umum untuk
melakukan pernerikaan tambahan.
c. Tindakan Penyidik mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian
Penyidikan (SP3).
Tindakan Penyidik untuk Berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam
Prapenuntutan. Sebaliknya dalam melengkapi p€tunjuk prapenuntutan yang silat
kiswnya memang sulit, maka Penyidik akan bcn:saba berkoordirnsi dengan Penrmtut
Umum guna mencari jalan pemecalnya-
TindrlGn Penyidik Menyeralrkan Sepenuhnya KcpadaPenmtut Umum Unhrk
Mclakukan Pemeriksaan Tambahan. Pcmeriksaan tambahan diatur secara khusus
dalam ketentuan Pasal 27 ayat ( I ) hurufd UU No. I 6 Tahun 2000 tenta4 Kejalsaan
Republik Indonesia. untuk lebih jela$ya Pasal 27 ayat ( I ) akan dikutip secaia lengkap
sebagai b€riLut: Di bidang pidana, Kejaksaan memptmyai hrgas dan uewenang:
a. Melakukan penmtutan dalam perkara pidarq
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadila4
c. Melakukan pengawasan terhadap elaksanaan keputusan lepas beNyarat;
d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan unhrk itu dapat melakukan
pemerilsaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalarn
pelalsanaannya dikoordinasikan dengan penyidilc
Untuk melcngkapi berkas perkara dengan cara melakukan pemeriksaan tambahan
dila.ksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai bedkJt
a. Tidak dilakukan terhadap tersangka.
b. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuhiarulya dan atau yang
meresahkan masyarakat dan atau membabayakan keselafiratar negam.
c. IJarus dapat dilakukan dalam waktu 14 (empat b€las) hari s€bagaimana
ditentukan dalam Pasal I I 0 dan Pasal I 38 ayat (2) KUHAP-
d. Prinsip kcrjasama dan koordinasi dengan penyidik
Berikut ini akan diuraikan mckanisme pemcriksaan tambolan sebagai berikut
l. Prosedur Pelaksanaan
a. Pelaksanaan Teknis Yuridis
Penuntut Umurn setelah memberikan p€tunjuk kepada Penyidik dengan
mcnggtuukan P- l 9 diwaj ibkar mempeniapkan di-.i untuk menghad4i kemungkinan
dilakulan pemeriksaai tambahan. Pemeriksaan tambalEr dapat dilakukan terhadap
berkas perkara yang belum lengkap, meskipun telah dilakukan penyidikan tambalmn
oleh Penyidik scsuai petunjuk dari Penuntul Umurn atau dengan kata lain petunjuk
dari Penuntut Umurn tidak dapat dipenuhi oleh penyidik
Meka.nisme Pemeriksaan TambalMn diahn sebasai berikut:
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l. Pemrntut Umum membuat pendapat yang dituangkan dalam bentuk berita acara
pendapat tentang perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan tambaban (p-20).
2. Atas pendapat Penuntut Umum, Kasi Pidum/Kasi pidsus memberikan saran
kepada Kajari.
3. Apabila Kajad menyetujui dilakukan pemeriksaan tambahan maka diambil
langkah-langkah sebagai berikut:
Dalam hal berkas perkara sudah ada pada Penuitut Umuln dibuat surat kepada
penyidik agar segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut Umun(P-22).
Dalam hal berkas prkam rnasih ditangan penyidik dalam rangka penyidikan tarnbahan
sesuai dengan petunj uk Peluntut Umum danj angka waktu 14 hari telah terlampaui
maka Penuntut Umum menbuat surat kepada penyidik agar segera menyerahkan
berkas perkara- tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umurn (p-23).
4. Setelah berkas perkam" tersangka dan barang bukti diserahkan kepada penuntut
Umum, maka kajari menerbitkan surat perintah mtuk melengkapi berkas perkara(P-25)
5- Panggilan sa-ksi atau ahli dilakukan secara langsung oleh penuntut Umurn atau
dengan banruan Peryidik (P-9, P-10)
6. Dalam hal perlu dilakukan penyitaan surat atau benda-benda guna melengkapi
alat bukti dilaksanalan menurut ketentuan KUHAP dan dituangkan dalam beriia
acafa.
7. Hasil pemeriksaan tambaltatl dilengkapi dengan berita aca.ra p€ndapat merupakan
suplemen berkas perkara yang diterima dari penyidik dan merupakan satu
kesatuan.
8. Terhadap hasil pemeriksaan tambahan penuntut Umum segem menentukan
sikap apalah sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan
9. Pemeriksaan tambahan dilakukan dalam waktu 14 hari seiak berkas Derkam
diterima oleh Penultut Umun.
b. PelaksaDaanTeknisAdministratif
Dalam melengkapi berkas perkara diperlukan kelengkapan administratif
xbagai berikut:
I - P-20 adalai berita acara pendapat hasil penelitian berkas perkara, yang
diterima dai penyidik. setcl.lh peny idik melakukan pemeriksaan ramballan,
dalam berita acara pendapat ini penu.itut Umum dapat menyarankan apakah
berkas perkara perlu dilengkapi dengai melatulan pemeriksaan tambahan
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atau penyidikan tarnbahan yang dilakukan oleh Penyidik telah lengkap dan
berkas perkara telah memenuhi syarat untuk dilimpalkan ke Pengadilan.
2. P-22 adalah surat kepada Penyidik agar segem menyenhkan tersangka dan
barang bukti dengan pemberitahuan bahwa Penuntut Umum atan melakrkan
pemeiksaan tambahan setelah petunjuk dalam P- I 9 tak dapat dipenuhi.
3. P-23 adala-h surat kepada Penyidik agar segen menyerabkan berkas perkara.
tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dikembalikan kepada
Penyidik untuk dilengkapi dan tidak diserahkan kepada Penuntut Umurn
meskipm telah lewat I 4 hari.
4. P-25 adalah swat pe ntah melengkapi berkas perkara-
5. P-9, P- 10 adalah surat panggilan saksTahli untuk dilakukan pemeriksaan
tambal1an.
6. BA-4 adalah berita acam pemerikszun tambahan terhadap saksi/abli.
7. B-1 adalah surat permohonan ijin kepada Ketua Pengadilan Negei untuk
melahkan penggeledahan/penyitaan.
8. B-2 adalah laporan untuk mendapatka.n persetujuan penggeledahar/penyitaan.
9. BA- l6 adalah berita acara penggeledahan atau penyitaan .
10. BA-5 adalah berita acara pendapat.
I L RP- I 1 adalah register perkara pemeriksaan tambahan.
(2) Pemeriksaan Yang Mungkin Timbul Dalam Pemeriksaan Tambahan dan
Penecalmrnya.
a) Pemeriksaan tambahan tidak selesai dalamjangka waktu 14 hari.
Pemecahannya: Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil
pemeriksaan tambahan yang dilakukan temyata tidak memenuhi alat bukti
minimum, supaya berkas perkara dilimpaikan ke Pengadilan Negeri yang
berwenang dengan catatan bahwa da.lam persidangan Penunhrt Umum akan
meminta kepada Hakim Lultuk mendengar saksi tambahan yang diajukan
Penuntut Umuln.
b) Dalam hal berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilakukan
penyidikan tambahan dan dalam wakru 14 hari tidak dikembalikan kepada
jaksa Penuntut umum, sedangkan Penuntut Umum sudah menerbi&a.n P-23,
ada 3 (tiga) kemungkinan yang akarl terjadi, yaitu:
Penyidik menyerahkan berkas perkara. tersangka dan barang bukti yang
temyata berkas perkaranya belum lengkap, maka pemecahannya adalah Pentmhrt
Umum melakukan pemeriksaan unhrk melengkapi berkas perkara tersebut,
. . . . . . . . . . . t . .
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Penyidik nenyerahkan berkas perkara dan tersangk4temyata petunjuk
Penuntut Umum telah dipenuhi oleh Penyidik,pemecahannya adalah: tidak perlu
dilakukan pemeriksaan tambahan dan tak p€rlu dikeluarkan P-2 1.
Setelah Penmtut Umrm menyatakan berkas perkara kan dilengkapi dengpn
metakukan penyidikan tambahan, temyata Penyidik tidak menyeml*an berkas
p€rkar4 tersangka dan barang bukti, makapemecaharurya adalah: Kajari menernpuh
cara perdekata! instansional kepadapimpinan/atasan Penyidik.
c) Tunggakan berkas per*ara lama dirnana sdah diterbitkan Pl9 dan cmyata
belun dikembalika oleh P€Dyidik epada Penuntut Umurn meskipun tempo
14 (empat belas) hari telah lewat maka pemecahannya dalah : terhadap
berkas perkala ters€but supaya diselesaikan secara tersendiri melalui
koordinasi dengao Penydik.
Tindakan Penyidik Mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian
Peflyidikatr-
Dalam hal sega.la daya qaya telah dilah*an unruk memenuhi petu{uk yang
diberikan Penuntut Umum dalam pmpe mtutan, tetapi Penyidik tetap tidak dapat
memenuhi pefturjuk ters€but atau p€rkara tidak mempunyai alat bukti yang cukup,
maka sesuai dengan kewetungannya- Penyidik dapat melakukan penghentian
penyidika4 yaitu dengal mengeluarkan Sul'at Pemberitaluan Penghentian Penyidikan(sP3).
Berdasa*an uraian di atas, dapat diketahui bahwa Prapenuntutao telah
mernbadu mengarasi terghsnyahubwrgal fi$gsiorul, akibot dia(luhya las diGrensiasi
fingsional di dalam Kl,tHAP. Dengan adanya k€tentuan tentang Prap€nuntutal dalam
KUIIAP, anta.ra Penyidik dan Penuntul Umum terdapat hubungan yang cukup eral.
yaituhubunganyangbenifrtkoordimsi dalamrangkamelaksanakan tugas penyidikan
dan penuntutan dalam perkara pidana.
IV. PENUTTJP
Bentuk hubungan hukum koordinasi antara penyidik denganjaksa penuntut
umum adalah apabila peoyidik telah memulai suatu penyidikan, ia memberiahukan
hal temebut kepada pemmtut urmrm. Setelah penyelidikan selesai ia menyerahkan
berkasperkarakepdapenuntutumul!kemudianpenun umurnmempelajaridan
meneliti berkas perkam ters€buL Apabila peNnhrt urntlrn mengganggap berkas telah
lengkap ia harus sudah memberitahukan kepada Penyidik tentang hasil penyidikan-
maka Penutut Umum s€geramenerbilkan P-2 1 yaitu Surat Perintah agartersangka
dan barang bukti segera dilimpahkan- Sebalikny4 apabila temyata hasil penyidikan
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teNebut belum lengkap maka Penuntut UmLun mengembalikan be*as pe*ara disertai
dengan petrmjuk grun melengkapi hasil penyidikan.
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